
BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN 

 

A. Pengertian Hukum Waris 

Pengertian  secara  umum  tentang  Hukum  waris  adalah  hukum  yang  mengatur  

mengenai  apa  yang  harus  terjadi  dengan  harta  kekayaan  seseorang  yang  telah  meninggal 

dunia,  dengan  perkataan  lain  mengatur  peralihan  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  oleh 

seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  beserta  akibat-akibatnya  bagi  ahli  waris. 

Dalam  hukum  waris  berlaku  suatu  asas,  bahwa  hanyalah  hak-hak  dan  kewajiban-

kewajiban  dalam  lapangan  hukum  kekayaan  harta  benda  saja  yang  dapat  diwariskan. 

Apabila  seseorang  meninggal  dunia,  maka  seketika  itu  juga  segala  hak  dan  kewajibannya  

beralih  pada  ahli  warisnya. 

Pada  prinsipnya  warisan  adalah  langkah-langkah  penerusan  dan  pengoperan  harta 

peninggalan  baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dari  seorang  pewaris  

kepada  ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya proses serta langkah-langkah 

pengalihan  tersebut  bervariasi,  dalam  hal  ini  baik  dalam  hal  hibah,  hadiah  dan  hibah 

wasiat.  Ataupun  permasalahan  lainnya. 

Definisi  Hukum  Waris  sangat  variatif  antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  jadi 

untuk  menelaah  lebih  dalam  pengertian  hukum  waris  dari  berbagai  pakar  di  bidangnya  

sebagai  sumber  yaitu: 

A. Prof. Gregor Van Der Burght  

Hukum  waris  adalah  himpunan  aturan,  yang  mengatur  akibat-akibat  hukum  harta 

kekayaan  pada  kematian,  peralihan  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  orang  yang  
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meninggal  dunia  dan  akibat-akibat  hukum  yang  ditimbulkan  peralihan  ini  bagi  para 

penerimanya  baik  dalam  hubungan  dan  perimbangan  di  antara  mereka  satu  dengan  yang  

lain,  maupun  dengan  pihak  ketiga.10 

B. Supomo 

Hukum  waris  memuat  peraturan-peraturan  yang  mengatur  proses  meneruskan  serta 

mengoperkan  barang  barang  harta  benda  dan  barang-barang  yang  tak  berwujud  benda  dari 

suatu  generasi  kepada  keturunannya. 

C. Prof. R Wirjono Prodjodikoro 

Menuturkan  bahwa  hukum  waris  sebagai  soal  apakah  dan  bagaimanakah  berbagai 

hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  tentang  kekayaan  seorang  ketika  meninggal  dunia  akan 

beralih  kepada  orang  yang  masih  hidup.  Dalam  kata  lain  hukum  waris  dapat  dirumuskan 

sebagai  salah  satu  peraturan  hukum  yang  mengatur  tentang  beralihnya  harta  warisan  dari  

pewaris  karena  kematian  kepada  ahli  waris.11 

D. Prof. Ali Afandi 

Hukum  Waris  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  kekayaan  yang  ditinggalkan 

seseorang  yang  meninggal  dunia  serta  akibatnya  bagi  para  ahli  warisnya.12 

E. R. Santoso Pudjosubroto 

Beliau  mengemukakan  bahwa  sengketa  pewarisan  timbul  apabila  ada  orang  yang 

meninggal,  kemudian  terdapat  harta  benda  yang  di  tinggalkan,  dan  selanjutnya  terdapat  

orang-orang  yang  berhak  menerima  harta  yang  ditinggalkan  itu,  kemudian  lagi  tidak  ada 

kesepakatan  dalam  pembagian  harta  warisan  itu. 

10  Prof. Mr. Gregor van der Burght, Hukum Waris. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995 
11  Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., HUKUM WARISAN DI INDONESIA. (Bandung: Sumur Bandung). 
     1980. Cet. Ke-6. 
12  Ali Afandi, Hukum Waris, Rineka Cipta. Jakarta 2004  
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Dari  beberapa  pengertian  di  atas  bahwa  hukum  waris  merupakan  seperangkat 

hukum  yang  mengatur  perpindahan  atau  beralihnya  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  dari 

pewaris  ke  ahli  waris  karena  kematian  baik  memiliki  hubungan  antar  mereka  maupun 

pihak  lain. 

Dalam  hal  ini  ada  ketentuan  khusus  dalam  pasal  2  KUHPerdata,  yaitu  anak  yang 

ada  dalam  kandungan  seorang  perempuan  dianggap  sebagai  telah  dilahirkan  bila  

kepentingan  si   anak  menghendakinya. Dan  apabila  bayi  yang  dikandung  mati  sewaktu 

dilahirkan  dianggap  ia  tidak  pernah  ada.  

 

B.  Azas-Azas Hukum Waris 

Dalam  hukum  waris,  ada  beberapa  asas-asas  yang  harus  diperhatikan.  Asas  ini 

tidak  lain  untuk  memberikan  legalitas  atas  harta  warisan  yang  menjadi  hak  milik  ahli  

waris.  Adapun  asas-asas  hukum  waris  tersebut  adalah  sebagai  berikut: 

1. Asas Kematian 

Asas  ini  diatur  berdasarkan  pada  Pasal  830  KUHPerdata;  “Pewarisan  hanya 

berlangsung  karena  kematian”.  Dengan  berpedoman  pada  ketentuan  pasal  di  atas  berarti 

tidak  akan  ada  proses  pewarisan  dari  pewaris  ke  ahli  waris  kalau  pewaris  belum  

meninggal  dunia. 

Asas  kematian  dikenal  dan  berlaku  pula  dalam  hukum  kewarisan  Islam,  dan 

hukum.  Menurut  Muhammad  Daud  Ali  bahwa  dalam  hukum  kewarisan  berdasarkan  

hukum  Islam,  juga  berlaku  ketentuan,  Kewarisan  ada  kalau  ada  yang  meninggal  dunia, 

atau  seperti  yang  diungkapkan  Suhrawardi  Dan  Komis  Simanjuntak  bahwa,  Hukum  
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kewarisan  Islam  memandang  bahwa  terjadinya  peralihan  harta  hanya  semata-mata 

disebabkan  adanya  kematian.  Dengan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  harta 

seseorang  tidak  dapat  dialihkan  sebagai  warisan  manakala  pemilik  harta  tersebut  masih 

hidup. 

Baik  dalam  hukum  kewarisan  menurut  KUHPerdata,  maupun  menurut  hukum  

Islam,  bahwa  asas  kematian,  juga  tidak  konsisten  diterapkan.  Dalam  hukum  kewarisan 

menurut  KUHPerdata,  hibah  atau  pemberian  pewaris  semasa  hidupnya  akan  

diperhitungkan,  pada  saat  pembagian  pewaris  dan  pemisahan  harta  peninggalan. 

2. Asas Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan 

Asas ini terdapat dalam pasal 832 ayat (1)  dan  Pasal  852 a  KUHPerdata.  Asas 

hubungan  daerah  merupakan  salah  satu  asas  yang  esensial  dalam  setiap  system  Hukum 

Kewarisan,  karena  factor  hubungan  darah  dan  hubungan  perkawinan  menentukan  

kedekatan seseorang dengan pewaris, dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi 

seseorang  menjadi  ahli  waris. 

Dalam  hubungan  darah  dan  hubungan  perkawinan  berlaku  dalam  ketiga  sistem 

hukum  kewarisan  yang  ada  saat  ini,  meskipun  dalam  sejarah  perjalanannya,  faktor  

perkawinan pernah tidak diakui sebagai sebab adanya pewarisan, baik dalam hukum adat 

maupun  dalam  hukum  kewarisan  menurut  KUHPerdata. 

3. Asas Bilateral 

Asas  ini  berarti  seseorang  tidak  hanya  mewarisi  dari  garis  Bapak  saja,  akan  tetapi 

juga  mewaris  menurut  garis  ibu,  demikian  juga  dari  saudara  laki-laki  maupun  saudara 

perempuan. Asas ini memberi hak dan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan 
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perempuan  dalam  hal  mewaris,  bahkan  dengan  asas  bilateral  ini  menetapkan  juga  suami 

istri  untuk  saling  mewaris. 

Asas  Bilateral  sama  dengan  asas  individu,  selain  berlaku  dalam  Hukum  Kewarisan 

menurut  KUHPerdata,  juga  berlaku  dalam  Hukum  Kewarisan  menurut  Hukum  Islam,  dan 

Hukum  Adat  yakni  dalam  masyarakat  yang  menganut  sistem  kekerabatan  parental.13 

4. Asas Individual 

Sesuai  dengan  namanya,  maka  asas  ini  menentukan  tampilnya  ahli  waris  untuk  

mewarisi secara individu-individu (perseorangan) bukan kelompok ahli waris dan bukan 

kelompok suku atau keluarga. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat 

dibagi-bagikan  pada  masing-masing  ahli  waris  untuk  dimiliki  secara  perseorangan,  

sehingga  dalam  pelaksanaan  seluruh  harta  warisan  dinyatakan  dalam  nilai  dan  setiap  ahli  

waris  berhak  menurut  kadar  bagiannya  tanpa  harus  terikat  dengan  ahli  waris  lainnya.  

Konsekwensi  dari  ketentuan  ini  adalah  harta  warisan  yang  sudah  dibagi-bagikan  

atau  dialihkan  kepada  ahli  waris  secara  perseorangan  itu  menjadi  hak  miliknya.  Karena 

itu,  asas  ini  sejalan  dengan  ketentuan  pada  Pasal  584  KUHPerdata  bahwa  salah  satu  cara 

memperoleh  hak  milik  adalah  melalui  pewaris. 

Asas  individual  sangat  popular  pula  dalam  sistem  hukum  kewarisan  Islam  dan 

system  hukum  kewarisan  adat.  Asas  individual  dalam  hukum  kewarisan  Islam  berarti,  

“Setiap  ahli  waris  secara  individu  berhak  atas  bagian  yang  didapatnya  tanpa  terikat 

kepada  ahil  waris  lainnya”.  Akan  tetapi  dalam  hukum  kewarisan  adat,  selain  dikenal  

sistem  pewaris  individual,  juga  dikenal  adanya  sistem  kolektif,  dan  mayorat  namun  dari 

ketiga  macam  sistem  pewaris  tersebut,  maka  sistem  individual  yang  lebih  umum  berlaku  

13  Abdul Manan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 208 
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dalam  masyarakat, terutama  dalam  masyarakat  adat  parental  yang  tersebar  hampir  

diseluruh  daerah  di  Indonesia.14 

5. Asas Segala Hak dan Kewajiban Pewaris Beralih Kepada Ahli Waris 

Yang  dimaksudkan  segala  hak  dan  kewajiban  pewaris  dalam  asas  ini  adalah  hak 

dan  kewajiban  dalam  lapangan  harta  kekayaan.  Dalam  Hukum  kewarisan  menurut  

KUHPerdata, asas  ini  berhubungan  erat  dengan  hak  saisine,  sedangkan  hak  saisine  sendiri 

bersumber  pada  hukum  perancis  yang  berbunyi, “bahwa  bagi  yang  meninggal  dunia  

berpegang  pada  yang  masih  hidup”. Dengan  berpedoman  pada  prinsip  hukum  ini,  berarti 

apabila  seseorang  meninggal  dunia,  maka  segala  harta  kekayaannya, baik  aktiva  maupun  

pasiva  akan  berpindah  kepada  ahli  warisnya. 

Berpedoman  pada  prinsip  di  atas,  maka  menurut  Wirjono  Prodjodikoro.  “layak 

kalau  BW  mengenal  tiga  macam  sikap  dari  ahli  waris  terhadap  harta  warisan,  dan  dapat  

memilih  salah  satu  dari  tiga  sikap  itu,  yaitu :  

1. Menerima  seluruhnya  menurut  hakikat  yang  tersebut  dalam  BW  (hak  dan  kewajiban) 

2.  Menerima  dengan  syarat  yaitu,  hutang-hutangnya 

3.  Menolak  menerima  harta  warisan. 

Dalam  ketentuan  undang-undang,  para  ahli  waris  yang  telah  menerima  warisan 

hanya diwajibkan memikul beban (utang-utang dan kewajiban-kewajiban) dari pewaris  

seimbang  dengan  yang  diterima  dari  warisan.  Dalam  Pasal  1100  KUHPerdata  ditegaskan  

bahwa,  “Para  waris  yang  telah  menerima  suatu  warisan  diwajibkan  dalam  hal  pembayaran 

utang,  hibah  wasiat  dan  lain-lain  beban,  memikul  bagian  yang  seimbang  dengan  apa  yang 

diterima  masing-masing  dari  warisan”.  Kemudian  dengan  kewajiban  melakukan  

pembayaran  yang  dipikul  secara  perseorangan  akan  disesuaikan  dengan  jumlah  besar  

bagiannya  dengan  tetap  tidak  mengurangi  hak-hak  para  piutang,  termasuk  para  piutang 

14  Ibid,  hal. 209 
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hipotik  atas  seluruh  harta  peninggalan  pewaris  selama  belum  terbagi.  (Pasal 1101 KUH 

Perdata). 

 

C.  Fungsi dan Tujuan Surat Keterangan Waris 

Terdapat  tiga  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  manusia,  yaitu  kelahiran, 

perkawinan  dan  kematian.  Dari  ketiga  peristiwa  tersebut,  yang  rentan  terhadap  timbulnya 

masalah  adalah  peristiwa  kematian,  karena  tidak  hanya  berkaitan  dengan  ahli  waris  dan 

harta  benda  saja  namun  juga  hubungan-hubungan  hukum  yang  dilakukan  semasa  

hidupnya, yang akan menimbulkan pertanyaan bagaimana kelanjutannya dan apa akibat 

hukumnya. 

Hubungan-hubungan hukum tersebut tidak lenyap seketika dengan meninggalnya 

seseorang, karena umumnya yang ditinggalkannya bukan hanya manusia atau barang saja 

melainkan dapat juga berupa kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan anggota 

masyarakat lainnya yang membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian, karena jika tidak 

dilakukan pemeliharaan dan penyelesaian akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam 

masyarakat  tersebut. 

Kematian  seseorang  berkaitan  dengan  masalah  hukum  waris  yang  merupakan  

bagian  dari  hukum  keluarga.  Hukum  waris  berkaitan  erat  dengan  masalah  harta  kekayaan 

yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  yang  meninggal  dunia,  yang  dinamakan  sebagai  harta  

warisan.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  mengenai  harta  warisan  merupakan  hal  yang 

peka  dan  seringkali  menjadi  persoalan  dalam  keluarga.  Karenanya  diperlukan  pengaturan  

yang  cermat  dan  memenuhi  unsur  kepastian  hukum  yang  berfungsi  sebagai  bukti  tertulis 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



yang  menjelaskan  kedudukan  ahli  waris  dari  orang  yang  meninggal  dan  meninggalkan  

harta  warisan  (pewaris),  yang  dikenal  sebagai  surat  keterangan  waris. 

Mengenai  surat  keterangan  waris  sampai  saat  ini  tidak  ada  peraturan  yang 

mengatur  secara  spesifik  tentang  surat  keterangan  waris.  Dalam  konteks  hukum  perdata, 

termasuk  hukum  waris,  bukti  surat  akan  menjadi  bukti  yang  penting  dan  yang  paling 

utama  dibandingkan  dengan  alat  bukti  yang  lain.  Mengacu  pada  ketentuan  pasal  1866  dan  

pasal  1867  KUHPerdata,  maka  pembuktian  dengan  tulisan  dilakukan  dengan  tulisan  baik 

otentik  maupun  dibawah  tangan.   

Surat  keterangan  waris  harus  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk 

membuat  surat  keterangan  waris.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  

akta  otentik  sebagai  mana  yang  tercantum  di  dalam  pasal  15  Ayat  (1)  UU  No  2  Tahun 

2014  tentang  jabatan  notaris,  harus  melalui  berbagai  tahapan  atau  proses  dalam  

menjalankan  kewajiban  mengeluarkan  surat  keterangan  waris. 

Tetapi  Surat  Keterangan  Waris  tidak  mempunyai  kekuatan pembuktian yang 

sempurna,  meskipun  dibuat  oleh  notaris,  karena  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  akta. 

Kemudian  Akta  Keterangan  Sebagai  Ahli  Waris  jika  ternyata  isinya  tidak  benar,  maka  

hal  tersebut  merupakan  tanggung  jawab  para  pihak  yang  menghadap  notaris  dengan  

segala  akibat  hukumnya,  dan  tidak  perlu  melibatkan  Notaris,  dan  jika  akan  diperbaiki, 

maka  Akta  Keterangan  Sebagai  Ahli  Waris  yang  sebelumnya  harus  dicabut  oleh  mereka  

yang  membuatnya  dan  kemudian  dibuat  akta  baru  sesuai  fakta  yang  sebenarnya  yang 

diinginkan  oleh  para  pihak.  Sedangkan  jika  isi  Surat  Keterangan  Waris  yang  isinya  tidak  
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benar, maka  tidak  mungkin  notaris  akan  mecabut  atau  membatalkan  Surat  Keterangan 

Waris  yang  telah  dibuatnya  sendiri.15  

 

D.  Golongan-Golongan Ahli Waris 

Di  Indonesia,  terdapat  3  (tiga)  sistem  pewarisan,  yaitu  hukum  waris  adat,  hukum 

waris  perdata,  dan  hukum  waris  Islam.  Ketiganya  memiliki  beberapa  perbedaan  mengenai  

unsur-unsur  pewarisan,  salah  satunya  yaitu  mengenai  ahli  waris. 

Pewarisan  berdasarkan  undang-undang  adalah  suatu  bentuk  pewarisan  dimana 

hubungan  darah  merupakan  faktor  penentu  dalam  hubungan  pewarisan  antara  pewaris  

dengan  ahli  waris. Anggota-anggota  keluarga  si  pewaris  dibagi  dalam  4  Golongan.  

Apabila  anggota  keluarga  yang  termasuk  dalam  golongan  pertama  masih  hidup,  maka 

mereka  secara  bersama-sama  berhak  mewarisi  seluruh  harta  peninggalan, sedangkan  

anggota  keluarga  yang  lainnya  tidak  mendapatkan  bagian  apapun.  Jika  tidak  terdapat 

anggota  keluarga  dari  golongan  pertama  itu  barulah  orang-orang  yang  termasuk  golongan  

kedua  tampil  ke  muka  sebagai  ahli  waris.  Seterusnya  jika  tidak  terdapat  keluarga  dari 

golongan kedua, barulah orang-orang dari golongan ketiga tampil ke muka. Hal yang  sama 

berlaku  juga  kepada  anggota  keluarga  dari  golongan  keempat.16  

Dibawah  ini  akan  dijelaskan  lebih  lanjut  tentang  golongan-golongan  ahli  waris, 

yaitu : 

Golongan I : 

15  http// narotama.ac.id//habib adjie diakses pada tanggal 15/8/2014 Pukul 21.00 WIB 
16  Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, 2003, hal 98 
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 Mereka  yang  pertama  kali  dipanggil  oleh  Undang-Undang  sebagai  ahli  waris  

adalah  anak  dan  keturunannya  beserta  suami  atau  isteri  dari  pewaris.  Anak-anak  mewarisi 

untuk  bagian  yang  sama  besarnya  dan  suami  atau  isteri  yang  hidup  terlama  mewarisi  

bagian  yang  dengan  anak.  Pasal  852  KUHPerdata  menjelaskan  bahwa  anak-anak  atau 

sekalian  keturunan  mereka, baik  dilahirkan dari  lain  perkawinan  sekalipun,  mewaris  dari  

kedua  orang  tua,  kakek  atau  nenek  atau  semua  keluarga  sedarah  mereka  selanjutnya  

dalam  garis  lurus  keatas,  dengan  tiada  perbedaan  antara  laki-laki  atau  perempuan  dan 

tiada  perbedaan  berdasarkan  kelahiran  lebih  dahulu.  Mereka  mewaris  kepala  demi  kepala,  

jika  dengan  si  meninggal  mereka  bertalian  keluarga  dalam  derajat  ke  satu  dan  masing-

masing  mempunyai  hak  karena  diri  sendiri  dan  mereka  mewaris  pancang  demi  pancang,  

jika  sekalian  mereka  atau  sekedar  sebagian  mereka  bertindak  sebagai  pengganti. 

 Pasal  852  a  ayat  1  menetapkan  bahwa  bagian  suami/istri  yang  hidup  terlama,  

maka  bagian  warisannya  adalah  sama  besar  dengan  bagaian  seorang  anak.  Jika  terdapat 

perkawinan  kedua  dan  seterusnya  dan  ada  anak-anak/keturunan  dari  perkawinan  pertama,  

maka  bagian  suami/istri  sama  besar  dengan  bagian  terkecil  dari  seorang  anak/keturunan 

dari  perkawinan  pertama.  Bagaian  janda/duda  itu  tidak  boleh  lebih  dari  ¼  harta  

peninggalan.17 

 Apabila  si  pewaris  tidak  ada  meninggalkan  keturunan  dari  suami/istri,  maka 

undang-undang  memanggil  golongan  keluarga  sedarah  dari  golongan  berikutnya  untuk  

mewaris,  yatu  golongan  kedua.  Dengan  demikian  golongan  terdahulu  menutup  golongan 

yang  berikutnya. 

Golongan II : 

17  Effendi Perangin, Hukum Waris, Jakarta: Raja grafindo  persada. 2013. Hal 31 
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  Orang  tua,  saudara  dan  keturunan  dari  saudara.  Perolehan  warisan  dari  golongan 

kedua  diatur  oleh  undang-undang  dalam  Pasal  859  KUHPerdata.  Apabila  seseorang  

meninggal  dunia  tanpa  meninggalkan  suami/isteri  atau  keturunan,  maka  menurut 

KUHPerdata  yang  terpanggil  sebagai  ahli  waris  adalah  orang  tuanya,  saudara  dan  

keturunan  dari  saudara.  Apabila  hanya  orang  tua  saja  yang  ada,  maka  orang  tua  tersebut 

masing-masing  mewarisi  setengah,  apabila  ada  saudara,  maka  orang  tua  dan  saudara  

mewarisi  untuk  bagian  yang  sama,  tetapi  dengan  pengertian,  bahwa  orang  tua  itu  tidak  

akan  menerima  kurang  dari  ¼  harta  peninggalan. Jadi  bagi  orang  tua  sama  saja  apakah  

disamping  dia  berada  tiga  atau  enam  saudara  dari  pewaris.  

Apabila  si  pewaris  hanya  meninggalkan  satu  orang  saudara  dan  kedua  orang  

tuanya  maka  pada  pokoknya  masing-masing  mereka  itu  mendapat  1/3  bagian;  dan  apabila  

yang  ditinggalkan  satu  orang  tua  dan  satu  orang  saudara,  maka  masing-masing  mewarisi 

setengah.  Namun  bila  pewaris  mempunyai  saudara  lebih  dari  dua  orang  dan  orang  tua  

pewaris  masih  hidup  maka  orang  tua  si  pewaris  tersebut  memperoleh  ¼  bagian  

sedangkan  sisanya  dibagi rata  untuk  masing-masing  saudaranya.  Apabila  pewaris  

meninggal  tanpa  meninggalkan  orang  tua  maka  saudara-saudaranya  mewarisi  seluruh  harta  

warisan. 

Golongan III : 

Ahli  waris  golongan  ke 3  adalah  keluarga  dalam  garis  lurus  keatas  sesudah  Bapak 

dan  Ibu.  Apabila  pewaris  tidak  meninggalkan  Suami/istri,  keturunan,  saudara  dan  

keturunan  dari  saudara,  maka  harta  peninggalan  itu  sebelum  dibagi,  dibelah  lebih  dahulu  

( kloving ).  Setengah  dari  harta  peninggalan  diberikan  kepada  sanak  keluarga  dipihak  ayah, 
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dan  setengah  lagi  kepada  yang  dipihak  ibu.  Setiap  bagian  itu  dibagi  suatu  harta  

peninggalan  yang  berdiri  sendiri. 

Pembelahan  ( kloving )  didalam  KUHPerdata  baru  terjadi  apabila  tidak  ada  lagi  ahli 

waris  dari  golongan  ke  dua  termasuk  keturunan  dari  saudara  laki-laki  dan  perempuan  dari 

pewaris.  Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  setiap  bagian  yang  dibagi  melalui  kloving 

tersebut  adalah  suatu  harta  peninggalan  yang  berdiri  sendiri.  Sehingga  membawa  

kemungkinan  bahwa  dalam  garis  keturunan  yang  satu,  yang  menerima  harta  peninggalan 

adalah  ahli  waris  dalam  golongan  keempat,  sedangkan  dalam  garis  keturunan  yang  lain  

yang  menerima  harta  peninggalan  adalah  ahli  waris  dari  golongan  ketiga.18 

Golongan IV :  

 Golongan  ini  terdiri  dari  keluarga  sedarah  dalam  garis  kesamping  yang  lebih  jauh 

sampai  derajat  ke  6  (enam).  Apabila  orang  yang  meninggal  dunia  itu  tidak  meninggalkan 

keturunan,  istri  atau  suami,  saudara–saudara,  orangtua,  nenek  dan  kakek,  maka  menurut 

ketentuan  Pasal  853  dan  Pasal  858  ayat  2  KUHPerdata  warisan  jatuh  pada  Ahli  Waris  

yang  terdekat  pada  tiap  garis.  Jika  ada  beberapa  orang  yang  derajatnya  sama,  maka 

warisan  dibagi  berdasarkan  bagian  yang  sama.19 

Jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga yang sedarah dalam derajat yang 

mengijinkan  untuk  mewarisi,  maka  semua  keluarga  sedarah  dalam  garis  yang  lain 

memperoleh  seluruh  warisan  (Pasal  861  KUHPerdata). 

Selain  dari  pada  keempat  penggolongan  ahli  waris  tersebut  diatas,  yang  dapat 

menjadi  ahli  waris  adalah  anak  luar  kawin  yang  telah  diakui  sah  oleh  pewaris,  dimana  

18 Http//blogspot.com/2013/pembagian waris menurut hukum perdata diakses tgl 15/8/2013 
19  Effendi, Op,Cit, Hal 33 
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besarnya  bagian  yang  diperoleh  dari  anak  luar  nikah  tersebut  tergantung  pada  dengan 

golongan  manakah  ia  turut  mewaris.  

Pasal  862  sampai  dengan  Pasal  873  KUHPerdata  mengatur  pewarisan  dalam  hal 

adanya  anak  luar  nikah.  Pasal  863  KUHPerdata  berbunyi:  jika  yang  meninggal  

meninggalkan  keturunan  yang  sah  atau  seorang  suami  atau  isteri,  maka  anak-anak  luar 

nikah  mewarisi  1/3  dari  bagian  yang  harus  mereka  dapat,  andai  kata  mereka  anak-anak  

yang  sah,  jika  si  meninggal  tak  meninggalkan  keturunan,  suami  atau  istri  akan  tetapi 

meninggalkan  saudara  laki-laki  dan  perempuan  atau  keturunan  mereka  mewaris  ½  dari  

warisan  dan  jika  pewaris  hanya  meninggal  sanak  saudara  dalam  derajat  yang  lebih  jauh 

maka  bagian  anak  luar  kawin  yang  diakui  adalah  sebesar  ¾  bagian. 

Jadi  pada  pasal  863  KUHPerdata  ini  membatasi  hak  mewaris  anak  luar  nikah  pada  

½  (separuh)  warisan,  apabila  ia  mewaris  bersama  orang  tua  pewaris,  saudara  laki-laki  dan 

perempuan  atau  keturunan  mereka  (golongan II).  Apabila  anak  luar  kawin  mewaris 

bersama  sama  dengan  golongan  III  dan  IV  maka  ia  berhak  atas  ¾  bagian  dari  harta  

peninggalan.  Jadi,  apabila  anak  luar  kawin  inipun  juga  tidak  ada,  maka  seluruh  harta 

warisan  jatuh  pada  Negara  (Pasal 832 ayat 2 dan Pasal 873 ayat 1 KUHPdt). 
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